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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang 
dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean B Surakarta dalam melindungi merek produk hasil tembakau serta cara 
penyelesaian pelanggaran merek produk hasil tembakau ORBIT. Penelitian ini 
termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan normatif 
empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu sumber 
hukum primer dan sekunder, sedangkan metode pengumpulan data dengan studi 
kepustakaan dan studi lapangan (wawancara dan observasi). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa upaya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe Madya Pabean B Surakarta dalam melindungi merek produk hasil tembakau 
sesuai Pasal 3 ayat (3) Peraturan Diretur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER - 
21/BC/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Diretur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor PER - 40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil 
tembakau. Kendala yang dihadapi yaitu belum diterapkannya Sistem Aplikasi 
Cukai (SAC) on line  di seluruh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
dari Sabang hingga Merauke sehingga mempersulit pengawasan yang 
mengakibatkan pengusaha produk tembakau atau importir dapat dirugikan. 
Penyelesaian pelanggaran merek produk hasil tembakau ORBIT dengan 
melakukan penelitian lebih mendalam terkait adanya dugaan pelanggaran dan bila 
terbukti maka atas merek tersebut dihapuskan.  
 




This study aims to determine the obstacles encountered and efforts made by the 
Office of Supervision and Service Customs and Excise Type Customs B Surakarta 
in protecting the tobacco product brands and how to solve the violation of ORBIT 
tobacco product brands. This research includes descriptive qualitative research 
type with empirical normative approach method. The data source consists of 
primary data and secondary data that is primary and secondary law source, while 
data collection method with literature study and field study (interview and 
observation). The result of the research shows that the Office of Supervision and 
Service of Customs and Excise Type of Customs of B Surakarta in protecting the 
brand of tobacco products according to Article 3 paragraph (3) of Regulation of the 
Director General of Customs and Excise No. PER - 21/BC/2015 concerning 
Amendment to Regulation of Diretur General Customs and Excise No. PER - 40 
/BC/2014 concerning Procedures for the Determination of Excise Tariff on 
Tobacco Products. The obstacle faced by the application of Excise Application 
System (SAC) on line in all Customs and Excise Supervisory and Service Office 
from Sabang to Merauke has made it difficult for supervision resulting in the 
entrepreneur of tobacco product or importer can be harmed. Completion of ORBIT 
tobacco product brand violation by conducting more in-depth investigation on 
alleged violation and if proven, then the mark is removed. 
 




Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu tanda tertentu dipribadikan 
sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.
1
 Dengan meninjau 
merek dari aspek fungsinya yaitu suatu merek dipergunakan untuk membedakan 
barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang 




 Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem 
pengaturan yang lebih memadai, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan 
perekonomian/dunia usaha. Penyelesaian sengketa merek memerlukan badan 
peradilan khusus untuk menangani permasalahan yaitu Pengadilan Niaga sehingga 
diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. 
Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu 
yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang 
ini.
3
 Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 perubahan atas 
Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyatakan bahwa Cukai 
dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari hasil tembakau yang 
meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau 




 Untuk dapat menggali sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara 
Pemerintah perlu mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sektor cukai, 
selain dari penerimaan pajak. Selain dari sisi penerimaan, perlu dilakukan 
penyempurnaan sistem administrasi cukai (dengan sistem administrasi cukai secara 
online) dan peningkatan upaya penegakan hukum (misalnya pemantauan dan 
penelitian atas kepemilikan Nomer Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, 
pengawasan rokok polos, pengawasan rokok tanpa pita cukai dan/atau pengawasan 
rokok dengan pita cukai palsu). 
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 Dilihat dari cara pemungutannya, cukai termasuk kedalam golongan Pajak 
Tidak Langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain 
dan hanya dikenakan pada hal tertentu atau peristiwa tertentu
5
, melalui pengusaha 
barang kena cukai itu sendiri (Pengusaha Pabrik ketika barang yang dikenakan 
cukai selesai dibuat atau akan dikeluarkan dari Pabrik/Tempat Penyimpanan). Hal 
ini berbeda dengan Pajak Langsung, yang mewajibkan subyek pajaknya untuk 
langsung membayar sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak, berdasarkan Surat 
Penetapan Pajak Tahunan/SPPT, yang dilakukan secara kohir/setahun sekali 
(misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan). 
 Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Kantor menetapkan tarif cukai 
hasil tembakau untuk Merek baru dan menetapkan penyesuaian tarif cukai hasil 
tembakau.
6
 Pengusaha Barang Kena Cukai yang mempunyai produk hasil 
tembakau baru di wajibkan untuk mendaftarkan merek baru pada Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai agar memiliki kekuatan hukum tetap, dengan begitu 
produk hasil tembakau akan mendapatkan harga jual eceran dan pita cukai. Pita 
cukai adalah salah satu dokumen sekuriti negara yang digunakan sebagai bukti 
pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawasan, sehingga terhadap 
pengadaan pita cukai diperlukan pengamanan khusus mulai dari proses pembuatan 
bahan baku, percetakan sampai dengan pendistribusiannya dalam rangka 
pengamanan penerimaan negara. Pita cukai juga berkaitan dengan kelangsungan 
produksi dan pemasaran barang kena cukai yang pelunasan cukainya diperlukan 
kepastian atas kesinambungan tersedianya pita cukai bagi pengusaha pabrik. 
 Dalam PP No. 109 Tahun 2012 dengan tegas melarang pencantuman 
keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat 
promotif, seperti mencantumkan kata “Light”, “Ultra Light”, “Mild”, “Extra 
Mild”, “low Tar”, “Spesial”, “Full Flavor”, “Premium” atau kata lain yang 
mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, 
ataupun kata-kata lain dengan arti yang sama. Ketentuan diatas tidak berlaku bagi 
Produk Tembakau yang sudah mendapatkan sertifikat merek sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Peraturan 
Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2013. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui: (1) Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta dalam melindungi 
merek produk hasil tembakau; (2) Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta dalam  melindungi 
merek produk hasil tembakau; dan (3) Cara penyelesaian pelanggaran merek 
produk hasil tembakau ORBIT. Adapun manfaat dari penelitian ini dirumuskan 
dalam dua hal yakni sebagai berikut: (1) Manfaat Teoritis, diharapkan dapat 
memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi 
perkembangan ilmu hukum, khususnya pada merek produk hasil tembakau dalam 
permasalahan cukai; (2) Manfaat Praktis, dari penelitian ini penulis berharap dapat 
bermanfaat bagi masyarakat luas dengan mensosialisasikan bentuk perlindungan 
pada merek produk hasil tembakau dalam permasalahan cukai. 
 
2. METODE  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode 
pendekatan normatif empiris.  Sumber data terdiri dari data primer dan data 
sekunder yaitu sumber hukum primer dan sekunder, sedangkan metode 
pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara dan 
observasi). 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1.1. Upaya yang Dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta dalam Melindungi Merek Hasil 
Tembakau 
Setelah perusahaan mengajukan permohonan, Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai melakukan penelitian baik kelengkapan persyaratan  
dokumen maupun pengecekan dalam Sistem Aplikasi Cukai bahwa merek/desain 
kemasan yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak boleh memiliki 
kesamaan nama maupun pengucapannya dengan merek yang dimiliki oleh 
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Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau lainnya yang telah tercatat pada administrasi 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7
 
Apabila kedapatan kesamaan nama maupun pengucapannya dengan merek 
yang dimiliki oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau lainnya yang telah tercatat 
pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai berhak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh 
Pengusaha. 
Perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau nilai jual dari merek 
dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemarkan nilai ekslusif dari 
merek atau menodai daya tarik merek tersebut. Perlindungan lainsecara refresif 
diberikan kepada seseorang apabila telah terjadi pelanggaran hakatas merek. 
Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan atas pelanggaran hak atas merek 
yang dimilikinya baik itu dalam bentuk gugatan ganti rugi maupun berdasarkan 
tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. 
1.2. Kendala yang Dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta dalam Melindungi Merek Hasil 
Tembakau 
Apabila terdapat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dari 
Sabang hingga Merauke yang menangani reksan cukai (orang yang berada di 
bawah pengawasan KPPBC setempat melakukan kegiatan terkait di bidang cukai. 
meliputi pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena 
cukai, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran) belum memasukkan/ 
menginput data merek baru yang telah mendapat keputusan penetapan ke dalam 
Sistem Aplikasi Cukai (SAC)atau belum mengirimkan ke Direktorat Cukai Kantor 
Pusat data-data yang diajukan oleh perusahaan guna penelitian oleh Kantor Bea 
dan Cukai yang menangani merek baru tersebut diantaranya tentang: (1) Contoh 
etiket atau kemasan penjualan eceran hasil tembakau yang memuat merek  dan 
jenis hasil tembakau; (2) Daftar Merek yang dimiliki dan masih berlaku sesuai 
dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II, yang 
merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan 
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Cukai ini; dan (3) Surat Pernyataan di atas materai yang cukup bahwa: (a) Merek 
yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan tulisan atau 
pelafalan dengan merek hasil tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki 
oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; (b) Desain Kemasan yang dimohonkan 
penetapan tarif cukainya tidak menyerupai Desain Kemasan yang telah dimiliki 
atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya; (c) 
Desain Kemasan atas Merek yang diajukan penetapan tarif cukainya 
tidakmemenuhi persyaratan kemasan barang kena cukaisebagaimana ditetapkan 
dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kenacukai; 
dan (d) Telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang 
kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi 
kesehatan sesuai dengan contoh. 
Prinsip kehati-hatian dalam penelitian dan pemeriksaan permohonan merek 
baru dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai guna meminimalisir/membatasi 
terjadinya duplikasi merek ganda dengan cara mengingatkan agar selalu menginput 
data baru
8
, seiring dengan pendaftaran merek juga diatur dalam Pasal 20 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis,menjelaskanbahwa merektidak dapat didaftarkan pada Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual jika: (1) bertentangan dengan ideologi negara, 
peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban 
umum; (2) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau 
jasa yang dimohonkan pendaftarannya; (3) memuat unsur yang dapat menyesatkan 
masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang 
dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas 
tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; (4) memuat 
keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang 
dan/atau jasa yang diproduksi; (5) tidak memiliki daya pembeda; dan/atau (6) 
merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. 
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Sedangkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 
menjelaskan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut 
mengandung salah satu unsur dibawah ini: (1) bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban 
umum; (2) tidak memiliki daya pembeda; (3) telah menjadi milik umum; (4) 
merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan 
pendaftarannya. 
Perlindungan merek melalui sistem pendaftaran merek mempunyaitujuan 
tertentu, antara lain perlindungan pengusaha pemilikmerek,perlindungan 
konsumen, perlindungan masyarakat melalui pencegahan dan penanggulangan 
segala bentuk persaingan curang, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. 
Peraturan  Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 
tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau mengatur Merek hasil 
tembakau yang selanjutnya disebut Merek adalah tulisan, angka, atau gabungan 
keduanya dengan cara penulisan dan pelafalan tertentu pada kemasanhasil 
tembakau yang diberitahukan sebagai identitashasil tembakau oleh pengusaha 
pabrik dalam rangkapenetapan tarif cukai. 
Apabila terdapat suatu Perusahaan Rokok di wilayah Kantor Bea dan Cukai 
Tipe Pratama mengajukan Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau 
Merek Baru dan Sistem Aplikasi Cukai (SAC)nya belum on line, belum 
mandatorisebaliknya di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai telah memiliki 
merek yang hampir sama dengan merek yang diajukan, dan permohonan atas 
merek baru yang diajukan tersebut diterima dan mendapat keputusan penetapan 
oleh Kantor Bea dan Cukai Tipe Pratama.
9
 Hal tersebut dapat menimbulkan suatu 
modus operandi bilamana Permohonan Pemesanan Pita Cukai (P3C)nya pada 
Kantor Pusat diterima dan dikabulkan selanjutnya  mereka mengambil pesanan pita 
cukai mereka.Apabila mereka mempunyai itikad tidak baik kondisi seperti tersebut 
dapat menimbulkan modus pinjammeminjam pita cukai, jual beli pita cukai, yang 
pada akhirnya dapat menimbulkan penyimpangan/ pelanggaran hukum.
10
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Diperlukan penerapan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi dan aplikasi 
cukainya terpusat. SAC Sentralisasi upgrade versinya secara otomatis sehingga 
apabila terdapat perubahan akibat pengembangan system ataupun karena 
perubahan kebijakan dilakukan secara otomatis. Transaksi data pada SAC dapat 
diakses oleh Direktorat Cukai secara real time (transaksi di KPPBC dan KP DJBC 
dapat langsung diketahui). SAC Sentralisasi pengusaha dapat merekam sendiri 
dokumen  PPPC dan CK-1nya. SAC Sentralisasi indormasi status pelayanan dapat 
dipantau. SAC pengajuan dokumen dokumen dan serah terima pita cukai mendapat 
tanda terima dari aplikasi. Dengan adanya penerapan system aplikasi cukai dapat 
mempermudah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean B Surakarta dalam melakukan pengawasan. 
1.3. Cara Penyelesaian Pelanggaran Merek Produk Hasil Tembakau ORBIT 
PT. Menara Kartika Buana Karanganyar mengajukan Permohonan 
Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Merek Baru atas Merek ORBIT 
SIGARET KRETEK ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean Surakarta, dengan dilengkapi Surat Pernyataan tertanggal 11 
Oktober 2011 yang menyatakan dengan sebenarnya, bahwa merek/desain hasil 
tembakau sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan penetapan tarif cukai 
hasil tembakau merek baru sesuai Surat Nomor: E 0085/MKB-DIR/X/2011 tanggal 
11 Oktober 2011 adalah: (1) Tidak memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun 
pengucapannya atau kemiripan dengan merek/desain merek hasil tembakau 
lainnya, sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu 
dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau; (2) Tidak memiliki kesamaan pada 
pokoknya atau pada keseluruhannyadengan merek/desain kemasan hasil tembakau 
milik orang lainyang terlebih dahulu didaftarkan dan telah mendapat hak merek 
dari instansi yang berwenang. 
PT. Menara Kartika Buana melampirkan Pernyataan yang menyatakan 
dengan sebenarnya bahwa merek/desain hasil tembakau sebagaimana dimaksud 
dalam surat permohonan adalah tidak memiliki kesamaan atau kemiripan 
denganmerek/desain milik orang lain dan apabila pernyataan tersebut tidak benar, 
bersedia menerima sanksi pembatalan penetapanTarif Cukai Hasil Tembakau 
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untuk merek barusebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea 
dan Cukai Nomor: 43/BC/2009 tanggal 18 Nopember 2009 (PeraturanDirektur 
Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil 
Tembakau). 
Setelah dilakukan penelitian baik kelengkapan persyaratan dokumen 
maupun pengecekan dalam Sistem Aplikasi Cukai kedapatan bahwa merek ORBIT 
SIGAET KRETEK jenis SKT mempunyai kesamaan nama dengan merek ORBIT 
jenis SKT yang dimiliki oleh PR Orbit Pratama Probolinggo NPPBKC 
0712.1.3.5026 dan masih berlaku.Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan 
Cukai Nomor P-43/BC/2009 Tanggal 18 Nopember 2009 tentang Tata Cara  
Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, disebutkan bahwa merek/desain kemasan 
yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak boleh memiliki kesamaan nama 
maupun pengucapannya dengan merek yang dimiliki oleh Pengusaha Pabrik Hasil 
Tembakau lainnya yang telah tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai. 
Berkaitan dengan hal-hal tersebut maka permohonan PT. Menara Kartika 
Buana  tidak dapat dipertimbangkan. Pertimbangan tidak diterimanya permohonan 
diatas diantaranya didukung dengan ditemukan data tentang SERTIFIKAT 
MEREK yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan Perlindungan hak merek diberikan untuk selama 10 
(sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan, dan jangka waktu 
perlindungan dapat diperpanjang (Pasal 28). Sertifikat Merek dilampiri dengan 
contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat. 
Pada waktu dilakukan penelitian, pemeriksaan Sistem Aplikasi Cukai 
(SAC) atas kelengkapan persyaratan dokumen dan pencarian data oleh staf 
pemeriksa KPPBC Tipe Madya Pabean di Surakarta ditemukan merek ORBIT 
jenis SKT dimiliki oleh PR. Orbit Pratama Probolinggo NPPBKC 0712.1.3.5026, 
terdapat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Probolinggo Nomor : KEP-07/WBC.11/KPP.08/2011 tentang Penetapan Tarif 




Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Probolinggo memutuskan Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil 
Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama Pr. Orbit Pratama di Kec. Leces - Kab. 
Probolinggo. 
Atas penolakan Permohonan Penetapan Tarif Cukai Merek Baru atas nama  
PT. Menara Kartika Buana oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Surakarta dengan Surat Nomor : S-3399/WBC.09/KPP.MP.03/2011 
tanggal 25 Oktober 2011 yang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan 
Cukai Nomor P-43/BC/2009 tanggal 18 November 2009 tentang Tata Cara  
Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, bahwa merek/desain kemasan yang 
dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak boleh memiliki kesamaan nama 
maupun pengucapan dengan merek yang dimiliki oleh Pengusaha Pabrik Hasil 
Tembakau lainnya yangtelah tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai, maka PT. Menara Kartika Buana mengambil langkah:  
Pertama, berkoordinasi, berkomunikasi dengan KPPBC Tipe Madya 
Pabean di Surakarta menyampaikan/melampirkan data bahwa pada saat PT. 
Menara Kartika Buana Jl. Raya Solo-Purwodadi Km 11, 6 Karanganyar Surakarta 
mengajukan Surat Nomor: E 0085/MKB-DIR/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 
kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe 
Madya Pabean di Surakarta telah memiliki merek ORBIT yang dimiliki PT. Tirta 
Mas Megah dengan cara jual beli/pengalihan hak atas merk ORBIT
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. 
Kedua, atas Surat Jual Beli tertanggal 17 Juni 2011, PT. Menara Kartika 
Buana membuat SURAT PERNYATAAN yang menyatakan bahwa merek Daftar 
Nomor IDM 000217492 yang dibeli akan digunakan sebagaimana mestinya sesuai 
dengan jenis barang yang telah ditentukan dalam sertifikat dan kemudian PT. 
Menara Kartika Buana dengan Surat Nomor : E 0050/MKB-DIR/VI/2011 tanggal 
17 Juni 2011, mengajukan Surat kepada Direktur Merek Direktorat Jenderal H K I 
Jl. Daan Mogot Km 24, Tangerang. 
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Ketiga, berdasarkan jual beli merek yang dibuat antara PT. Menara Kartika 
Buana Karanganyar dengan PT. Tirta Masmegah Pasuruan yang dikuatkan dengan 
Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek Daftar No. IDM 000217492, selanjutnya 
PT. Menara Kartika Buana melakukan pendekatan persuasif,
12
 berkomunikasi 
dengan PR. Orbit Pratama menyampaikan bahwa PT. Menara Kartika Buana 
memiliki merek ORBIT berdasarkan Pengalihan Hak atas Merek Daftar No. IDM 
000217492 dari PT. Tirta Masmegah agar PR. Orbit Pratama melakukan 
pencabutan atas merek ORBIT ke Kantor Bea dan Cukai penerbit penetapan atas 
merek tersebut. 
Memahami bahwa PT. Menara Kartika Buana memiliki merek ORBIT 
berdasarkan Daftar Merek IDM000217492 dan telah menyampaikannya dengan 
komunikatif selanjutnya PR. Orbit Pratama mengajukan kepada Kepala Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo melalui surat. Dengan 
alasan sehubungan dengan persaingan dagang yang begitu berat di pasaran, 
sehingga mengakibatkan omzet penjualan hasil tembakau (HT) menurun untuk itu 
diajukan permohonan penghapusan Merek/Harga Jual Eceran (HJE) dan  akan 
menghentikan P3C/P3CT, untuk Merek dan HJE tersebut pada periode berikutnya, 
adapun untuk Merek dan HJE yang dihapuskan Merek : ORBIT, Isi 12 Btg, 
HJE Rp 3.550,- (tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan Jenis SKT. 
Atas permohonan penghapusan merek di atas yang terdaftar pada Surat 
Keputusan KPPBC Probolinggo : KEP-07/WBC.11/KPP.08/11 tgl 29-03-2011 dan 
Permohonan penghapusan Merek dan HJE atas nama PR. ORBIT PRATAMA 
dibuat oleh Pengusaha PR. Orbit Pratama. Kepemilikan Hak atas Merek dapat 
beralih atau dialihkan karena berbagai sebab yaitu pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, 
perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 
Pengalihan Hak atas Merek dimohonkan pencatatannya kepada Menteri disertai 
dengan dokumen pendukungnya.Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah 
dicatat diumumkan dalam Berita Resmi Merek.Apabila pengalihan Hak atas Merek 
yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.Pencatatan 
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pengalihan dikenai biaya. Pengalihan dapat dilakukan pada saat proses 
Permohonan pendaftaran merek. 
Suatu pengalihan dari si pemilik/pemegang hak kekayaan intelektual 
kepada pihak lainnya mengakibatkan berpindahnya seluruh hak atas kekayaan 
intelektual kepada pihak lain tersebut sehingga si pemilik/pemegang hak kekayaan 
intelektual tersebut kehilangan hak-haknya (kecuali hak moral). Dengan terjadinya 
pengalihan, penerima dapat menggunakan seluruh hak yang melekat pada hak 
kekayaan intelektual tersebut. 
Penyelesaian pelanggaran merek produk hasil tembakau ORBIT dengan 
melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan adanya dugaan pelanggaran 
dan pada waktu dapat dibuktikan maka atas merek tersebut dihapuskan. Dalam 
kasus yang terjadi ditemukannya merek terdaftar ORBIT pada database Bea dan 
Cukai Probolinggo yang kedapatan Pengusaha tidak memiliki Sertifikat Merek 
sehingga pemilik Sertifikat Merek ORBIT tidak dapat mendaftarkan mereknya 
pada Bea dan Cukai Surakarta. Dikarenakan merek tersebut telah terdaftar atas 
nama perusahaan hasil tembakau lain, perusahaan yang memiliki Sertifikat Merek 
memberikan pilihan pada perusahaan yang telah mendaftarkan merek tersebut 
untuk mencabut merek yang telah terdaftar pada Bea dan Cukai Probolinggo atau 




Pertama, upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta dalam melindungi merek produk 
hasil tembakau. Sesuai Pasal 3 ayat (3) Peraturan Diretur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor PER-21/BC/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Diretur Jenderal Bea 
dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai 
Hasil tembakau, penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru dilakukan 
berdasarkan permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir. 
Kemudian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat melakukan 
penelitian atas dokumen beserta lampirannya, pemeriksaan, pengecekan kembali 
contoh merek yang diajukan apakah terdapat kesamaan pada pokoknya atau 
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keseluruhannya dengan merek atau desain kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil 
tembakau atau Importir lain. Setiap produsen produk hasil tembakau dilarang 
mencantumkan kata “Light”, “Ultra Light”, “Mild”,”Extra Mild”, “Low Tar”, 
“Special”, “Full Flavor”, “Premium” atau kata lain yang mengindikasikan kualitas, 
superioritas, rasa aman dengan arti yang sama. Ketentuan diatas tidak berlaku bagi 
Produk yang sudah mendapatkan sertifikat merek sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan 
No. 28 Tahun 2013, apabila produsen tidak memiliki Sertifikat Merek maka 
permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru tersebut dapat 
ditolak oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. 
Kedua, kendala yang dihadapi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta dalam melindungi merek produk hasil 
tembakau yaitu belum diterapkannya Sistem Aplikasi Cukai (SAC) on line  
diseluruh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dari Sabang hingga 
Merauke sehingga mempersulit pengawasan oleh Kantor Pusat dan Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Cukai. Terbukti hanya dengan pelayanan manual 
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai  Tipe Madya Pabean B 
Surakarta dalam mengeluarkan surat penetapan (tarif cukai hasil tembakau untuk 
merek baru) masih harus meneliti secara cermat dan teliti apakah terdapat Kantor 
Bea dan Cukai wilayah lain telah mengeluarkan penetapan yang sama dengan 
penetepan yang akan dikeluarkan oleh  Kantor Bea dan Cukai Surakarta. Seperti 
halnya merek produk hasil tembakau ORBIT yang telah terdaftar dan mendapatkan 
penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru oleh Kepala Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolingo, sedangkan pada Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta kedapatan pemohon 
mendaftarkan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru ORBIT yang sama 
dengan merek Probolingo. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Surakarta harus meneliti dokumen ORBIT yang telah terdaftar pada Bea dan Cukai 
Probolingo dengan manual karena kurangnya penerapan Sistem Aplikasi Cukai 
(SAC) on line. Dengan kurangnya penerapan Sistem Aplikasi Cukai (SAC) on line 
pengusaha produk hasil tembakau atau importir dapat dirugikan. 
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Ketiga, penyelesaian pelanggaran merek produk hasil tembakau ORBIT 
yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean B Surakarta dengan melakukan penelitian lebih mendalam terkait 
dengan adanya dugaan pelanggaran dan pada waktu dapat dibuktikan maka atas 
merek tersebut dihapuskan. Dalam kasus yang terjadi ditemukannya merek 
terdaftar ORBIT pada database Bea dan Cukai Probolinggo yang kedapatan 
Pengusaha tidak memiliki Sertifikat Merek sehingga pemilik Sertifikat Merek 
ORBIT tidak dapat mendaftarkan mereknya pada Bea dan Cukai Surakarta. 
Dikarenakan merek tersebut telah terdaftar atas nama perusahaan hasil tembakau 
lain, perusahaan yang memiliki Sertifikat Merek memberikan pilihan pada 
perusahaan yang telah mendaftarkan merek tersebut untuk mencabut merek yang 
telah terdaftar pada Bea dan Cukai Probolinggo atau permasalahan diselesaikan 
sesuai ketentuan hukum yang berlaku.   
4.2.Saran 
Pertama, profesionalisme Pejabat/Pegawai Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta dalam melindungi 
merek hasil tembakau dengan Sistem Aplikasi Cukai Mandatory on line 
diharapkan lebih ditingkatkan, prinsip kehati-hatian dalam penelitian dokumen dan 
lampirannya serta pemeriksaan permohonan merek baru perlu diimbangi 
kesempurnaan dalam pengajuan oleh pemohon merek agar segera dapat diketahui 
atas merek yang dimohonkan apakah mempunyai kesamaan nama pada pokoknya 
atau pada keseluruhannya dengan merek atau desain kemasan milik Pengusaha 
Pabrik hasil tembakau/Importir lain dengan merek yang masih berlaku yang 
dimiliki oleh Perusahaan Rokok di Wilayah Republik Indonesia. 
Kedua, diharapkan Sistem Aplikasi Cukai (SAC) on line dapat segera 
diterapkan di seluruh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang 
membawahi reksan/pengguna jasa cukai dan atas database SAC perlu dilengkapi 
dengan status Sertifikat Merek sehingga apabila terdapat suatu Kantor Bea dan 
Cukai dari Sabang hingga Merauke yang memasukkan data merek baru yang telah 
mendapat keputusan penetapan Kepala Kantor Bea dan Cukai ke dalam Sistem 
Aplikasi Cukai (SAC) dan/atau mengirimkan data-data merek baru yang telah 
mendapat keputusan penetapan kepala kantor ke Direktorat Cukai Kantor Pusat 
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Bea dan Cukai Jakarta dapat diketahui segera oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai 
yang menerima permohonan penetapan merek baru sebagai dasar untuk 
menerbitkan keputusan apakah permohonan merek baru tersebut diterima atau 
ditolak. 
Ketiga, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean B Surakarta dalam menyelesaikan pelanggaran merek produk hasil 
tembakau diharapkan lebih cepat dalam memberikan informasi terkait 
permasalahan yang terjadi sehingga pengusaha produk hasil tembakau atau 
importir dapat mengambil tindakan selanjutnya lebih cepat dan tepat.  
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